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SALINAN

Mennnbang

Mengingat

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/0/2000
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.,

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 ahun dan meningkatkan daya
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang peilu menetapkan
pembukaan dan pencgerian sekolah tahun pelajaran 1999/2000;

¢ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran MNegara

Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia

Nomor 3390);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 3411);

3. Persiuran Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 entang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 3763);

=t




=

9,

10,

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tabun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran MNegari
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 3413) sebagaimana telab diubah dengan Perawran Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Neoars
Republik Indonesia Nomor 3764):

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 3460);

Keputwsan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tabun 1999 tentang Kedudukan, Tupas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah dinhah werakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenal pembentukan
kabinet periode tahun 1999 - 2004;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/0/ 1978 lentang Susunan Qreanisasi
dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;

keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/071978 tentang Susunan Oreanisasi
dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;

Reputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997 tentang Perubhahan
Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTF, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2000;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  035/0/1997 tentang  Perubahan
MNomenklar SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Taa Kerja SMI1J, sehagdimana lelah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nowmor Q900 2000:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 036/0/1997 tentang  Perubahan
Nomenklatr SMETA menjadi SMK seria Organisasi dan Tata Kerja SME, sebagainan telah
diubah dengan Kepuusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/0/2000;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomar 010/0/2000 tentang Organisasi dan Taza kerja
Departemen Pendidikan Nasional.



Memperhatikan : Persetujuan  Menteri Mepara Pendayagunaan  Aparatur MNegara dengan  surat  Nomor

82/M . PAN/ 12000 Tanggal 6 Nopember 2000

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG

(1)

(2)

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000
Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luvar Biasa (SLBE), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
Sekolah Mepengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri,

Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasra

Nama dau lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayal (1) tercantum dalam Lampiran | Keputusan
ni.
Pasal 2

Kedudukan, wgas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK. SLB, SLTP. SMU, dan SMK MNeaeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal |, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dun
Kebudayaan

. Nomor 0296/0/1978;
- Nomor 0295/0/1978:
Nomor 034/0/ 1997
Nomor 035/0/1997.
Nomor 036/0/1997.
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Bagan organisasi sekolal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dakum Lampiran 11 Keputusan ini.
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Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Mastonal di Proganst untok melaksanakan pembukaan dan
penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata angearan sehagaimana tercantum
dalam kolom 7 Lampiran [ Keputusan ini.

Pasal 5
Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :
I Taman Kanak-kanak (TK)} Negeri 235 buah;
2. Sekolah Luar Biasa {SLB) Negen 38 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri  10.743 buah;
4, Sekolah Menengah Umum (SMLI) MNegeri 2.907 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 794 bual;
vang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tangsal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal |7 Nopember 2000
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
iid.

YAHYA A. MUHAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada . ..




alinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

Menteri Negara Pendayvagunaan Aparatur Negara,

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

L L I ]

4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekeetaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudavaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

&, Semua kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Dircktur Utama UL (Persero) Balai Pustaka dalam linghoungan
Departemen Pendidikan Nasional,

h Kepala Badan Kepegawaian Negara,

o Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tinghkat 1 setempat,

9 Direkiur Jenderal Anggaran Depariemen Kevangan,

10h. Ketua Badan Pemeriksa Kevanean,

11.  Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,

1. kepala Kantor Perbendabaraan dan Kas Negara setempat,

1. Komisi VI DPR-RI,

14.  Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Biro Hukum dan Hubungan Masvarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
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SALINAN LAMPIRAN | KEFUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN MNASIONAL
NOMOR 217/0/2000 TANGGAL 17 NOPEMBER 2000

[NO.|  PROPINSI | NAMA SEKOLAH | NAMA SEKOLAH |
ey ASAL/INDUK
] 2 3 | 4

Wbl JARAERTA -

i KECAMATAN

KAB/KODIA/
KOTIF

“E_“

MATA ANGGARAN

W



g gy

5. - JAWA TIMUR
A 'PEMBUKAAN

L I-.

10,

TK Negeri

Maojokerto

TK Negeri
Bojonegoro

SLTP Negern
Mojokerto

SLTP Megeri
Cermsa

SLTP Negeri
Kabuh

SLTP MNegen
Kras

SLTP Negeri
Floscklaten

SLTP Negeri
MNgimbang

SLTP Negeri
Randuagung

SLTP Negeri
MNgantang

L

La

| Magersari
' Cerme

_ Kabuh

i Kras

! Plosoklaten

| Ngimbang
|

Ngantang

Randuagung

Kabupaten Jombang

| Kabupatan Kedirn

! Kabupaten Kadin

| Kabupaten Lamongan
!}{abmalen Lumajang

Kabupaten Malang

6 } i
| Kotamadia Mojokero i 11.1.1.4236.23.01.05.5°
11.1.1.4236.23.01.05.5°
11 1.1.4236,23.01.05.5°
Kabupaten Bojonegoro 1 11.1,1.4236.23.01.05.57
111.1.1.4236.23.01.05.5¢
111.1.1.4236.23.01.05.5:
£11.1.1.4236.23.01.05.5¢
11.1.1.4236.23.01.06 5¢
Kotamadia Mojokerto 11.1.1.4242.23.01.05.5°
NES = 2010 G2 500 11.1.1.4242 23.01.06.5°
11.1.1.4242.23.01 0551
Kabupaten Bondowoso.  11.1.1.4242.23.01.05.5¢
11.1,1.4242.23.01 05,55
11.1.1.4242 23.01 .05.5%

11.1.1.4242.23.01 05.52
11.1.1.4242.23.01 .05.5C
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SLTP Megeri 2
MNgaoro

SLTP Negeri 3
Sooko

SLTP Megeri 2
Winongan

SLTP Nageri 3 |
Jatirogo

SMU Nagen 1
Menganti |
i
|

Winongan

Jatirogo

Menganti

| Kabupaten Mojokerto

gﬁabmaten Ponorogo
|

| Kabupaten Pasuruan

| Rabupaten Tuban

Kabupatan Gresik

|__j_T_ & T

11.1.2.4251.23.01 05
11.1.2.4251.23.01 .05,
11.1.2.4251.23.01.055
11,1.2.4251.23.01.05 5
11.1.2,4251.23.01.05.5;
11.1.2.4251.23.01 05 5:
11.1.2.4251 23.01.05.5;
11.1.2.4251.23 01.05 5

L1 Lan
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;‘ 26. |BENGKULU |

PEMBUKAAN | 1. SMU Negen 2 -
: Arga Makmur

Arga Makmur

=1
~|

Kabupaten Bengkulu | 11.1.2.4251.23.01.26.5110

Utara 11.1.2.4251.23.01.26.5120

11.1.2.4251.23.01.26.5150
11.1.2.4251.23.01.26.5210
11.1.2.4251.23.01.26.5220
11.1.2.4251.23.01.26.5230
l 11.1.2.4251.23.01 26.5250
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Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang —undangan,
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MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

tid.

YAHYA A MUHAIMIN



B. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LUAR BIASA

KEPALA

INSTALARST

{1}

L2}

(3)

URUSAN
TATA USAHA

GURU-GURU




C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA

KEPALA
WAKIL KEPALA

URUSAN
TATA USAHA

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIOMNAL




D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM

KEPALA
WAKIL KEPALA

¥

KELOMPOK
L JRBATAN
FUNGS IONAL

URUSAN
TATA USAHA
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E. BAGAN ORGA

A MNISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KEPALRA

WAKIL KEPALA

SUBBAGIAN

INSTALAST

(1}

(2}

(3]

TATA USAHA

=

KELOMEOE
JABATAN
FUNGS TONAL

Salinan sesuai denpan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

- 'Départemen Pendidikan Nasional,

Ia Bagi
mﬂgr&n gian P%w“

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
ttd.

YAHYA A. MUHAIMIN




